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ABSTRACT
The appearance of the building is carried out without any consideration to comply with the regulation that applies both in terms of spatial and allocation (building uses ) based on local regulations number 6 of 2001 about a permit wake – buildings in the city Denpasar, on the principle of contructing the building permit,specifying as the principle permit issued by authorized agencies in the region for the building permit application.Used method of empirical research that aims to find out directly the implementation of local regulations of denpasar city number .6 of 2001 about the buildings in the wake of the permission denpasar city have not been fullest because still found infringement of building permit.
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ABSTRAK

Pendirian bangunan dilakukan tanpa adanya pertimbangan untuk mematuhi peraturan yang berlaku baik dari segi Tata ruang Tata hijau kota, ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan,sempadan dan ketentuan Tata ruang dan peruntukan (kegunaan bangunan).Berdasarkan Perda No 6.tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar, pada prinsip membangun, menetapkan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai ijin prinsip yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di daerah untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.Digunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan perda Kota Denpasar  No 6.tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar. pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2001 tentang ijin bangun – banguna di Kota Denpasar belum maksimal karena masih di temukan adanya pelanggaran terhadap ijin mendirikan bangunan
Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2001.
I. PENDAHULUAN
1.1   Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan asas – asas pemerintah daerah. Asas – asas tersebut antar lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
Yang menjadi urusan pemerintahan daerah salah satunya adalah dalam bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan Kepala daerah yang meliputi perda provinsi dan kabupaten/Kota.
 Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka hal tersebut, secara yuridis telah menyusun Peraturan Daerah (selanjutnya ditulis Perda). Adapun Perda Kota Denpasar tersebut meliputi : Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Perda Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001  tentang Ijin Bangun-Bangunan Pada hakikatnya Perda tersebut dimaksudkan untuk melindungi serta menjaga tata ruang secara menyeluruh dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun Perda tentang tata ruangnya maupun yang berkaitan dengan usaha penataan ruang wilayahnya, seperti Perda tentang Bangun-Bangunan, tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan pada Daerah Jalur Hijau.
Terkait dengan penataan bangunan di Kota Denpasar. Penulis melakukan wewancara dengan   Bapak Dewa Made Wesnawa Wedagama kabid. Pengendalian Penataan Kota Denpasar yang di lakukan pada tanggal 10 September 2015, menyatakan di dalam penataan lingkungan perumahan lebih di tekankan pada kepadatan bangunan, jarak antar bangunan yang ada, pengaturan ketinggian bangunan, sempadan bangunan hal ini di atur dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan. Tata bangunan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian, keserasian dan keselematan bangunan.
 Ibu Ni Nyoman Tri Puspa menyatakan meskipun sudah ada peraturan pendirian bangunan telah ada dan di tetapkan oleh pemerintah, tetapi berbagai bentuk pelanggaran kerap kali masih terjadi di lapangan, misalnya bangunan yang menyalahi arsitektur bangunan atau penyalahgunaan fungsi ijin bangunan atau bahkan pelanggaran mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu : bagaimanakah pelaksanaan tentang perda No. 6 Tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar, serta bagaimanakah tindakan hukum yang di terapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar.
1.2 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun – Bangunan Di Kota Denpasar dan untuk mengetahui tindakan hukum yang di terapkan oleh pemerintah Kota Denpasar tehadap pelanggaan ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar.
II Isi Makalah

2.1
Metode Penelitian

Dalam penulisan ini di gunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan peraturan daerah Kota Denpasar No.6 tahun 2001 mengatur mengenai ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar, pembahasan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan fakta yang betujuan untuk mendapatkan kebenaran informasi dari Bapak Dewa Made Wesnawa Wedagama sebagai kabid. Pengendalian Penataan Kota Denpasar dan Ibu Ni Nyoman Tri Puspa. S.I.P Kasubid Data dan Pelaporan pada Badan Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Kota Denpasar.
2.2 HASIL PEMBAHASAN
2.2.1 Mekanisme Penerapan pelaksanaan peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.

Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Denpasar No.6 tahun 2001 mengatur mengenai Ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar, dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Kota Denpasar dan satpol PP Kota Denpasar.
Terkait dengan pelaksanaan Perda Kota Denpasar No 6. Tahun 2001 tentang ijin bangun – bangunan di Kota Denpasar penulis melakukan wawancara dengan Ni Nyoman Tri Puspa. S.I.P Kasubid Data dan Pelaporan pada Badan Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Kota Denpasar (wawancara tanggal 04 September 2015) dikatakan Sekalipun peraturan telah ada dan di tetapkan oleh pemerintah, tetapi berbagai bentuk pelanggaran kerap kali masih terjadi dilapangan di akibatkan karena atas kurangnya atau minimnya kesadaran dari masyarakat didalam mematuhi aspek perijinan IMB dan kurang mengertinya masyarakat atas pemahaman pentingnya IMB.
Izin sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret
.Izin berfungsi Untuk menciptakan kondisi aman, tertib yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan,dan agar lebih berdaya guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2.2.2 Tindakan Hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran dalam mendirikan bangun – bangunan di Kota Denpasar.

Pelanggaran IMB di Kota Denpasar ini ditemukan atas hasil sidak lapangan dari dinas yang berwenang yaitu dengan mengirim tim yuridiksi kelapangan yaitu dari seksi penertiban Bangunan kelokasi atau dari hasil laporan masyarakat, dari hasil sidak dapat dipastikan bentuk pelanggaran yang dilakukan kemudian dilayangkan surat tegoran sekaligus pemanggilan untuk mempertanggung jawaban pelanggaran. Apabila surat tegoran tidak diindahkan maka pelaksanaan penertiban dan tegoran lebih lanjut dilimpahkan kepada Dinas ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pramong Praja, Pemerintah Kota Denpasar. Pelanggaran yang dilakukan atas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah dikategorikan sebagai pelanggaran Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

Pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Sanksi dapat berupa tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan mewajibkan pelaku ataupun pemilik bangunan rumah tinggal tersebut memperbaiki perijinannya ataupun hal lainnya yang berkenaan dengan pelanggarannya yang dilakukan.
III KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2001 tentang ijin bangun – banguna di Kota Denpasar masih belum efektif  dalam penulisan dan hasil wewancara masih di temukan adanya pelanggaran terhadap ijin mendirikan bangunan dan di kenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelangarannya.
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